
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG I

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, 

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

3UPATI KARANGANYAR,

enimbang

lengingat

: a. bahwa untuk mernbin^ dan mengembangkan sektor 
perdagangan dan distribusi barang di Kabupaten Karanganyar 
perlu mengatur mengenai penyelenggaraan Pasar Tradisional, 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan prinsip 
keadilan dan persaingan usaha yang sehat;

b. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan 
eceran modern dalam skala kecil, menengah, dan skala besar, 
maka pemerintah daerah perlu meningkatkan pemberdayaan 
Pasar Tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang dengan 
serasi, saling memperkuat dan saling menguntungkan;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah.

: 1. Undana-Undany Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3469);

3. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3611);



f

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek. Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3817);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomcr3821);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247);

9. Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4309); .

10. Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); .

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4444);

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 3718);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

I



16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan 
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbetanjaan dan 
Toko Modern (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4833);

17. Peraturan Menteri ' Perdagangan Nomor 53/M-
DAG/FJER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional,. Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 
Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 49).

Dengan Persetujuan Bersama

. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dari

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

5netapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN 
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO 
MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

2. Bupati adalah Bupati Karanganyar;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual 
iebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, 
Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan 
maupun sebutan lainnya;

5. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik 
Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama 
dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan 
tenda yang dimliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, 
swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, 
modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan 
melalui tawar menawar;



. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau 
beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal yang 
dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk 
melakukan kegiatan perdagangan barang;

'. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk 
j menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual;

|. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai 
I jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, 
1 departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan;

I, Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan 
I usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan menajemen dan sistem 
f pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya;

0. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada 
i Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha;

j. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah 
f Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala mikro, kecil dan menengah yang 
J memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjuaiarj tahunan serta 
[kepemilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang -  undangan yang

berlaku . !
- i _ i
j. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi
j kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan 
f sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang 
i Usaha Kecil; v

i,Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha 
[menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan 
: oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling 
jmemerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;

iSyarat Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara 
Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan 

[dengan pemasokan produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang 
jyang bersangkutan;

llzin Usaha Pengeloiaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan 
llzin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha 
pengeloiaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

jPeraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang 
jmengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun 
[untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana ririci tata ruang;

palan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama 
|engan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan 
masuk dibatasi secara berdaya guna;

ualan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 
pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata- 
rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;

falan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat 
'dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, îan jumlah jalan 

•'.masuk tidak' dibatasi;

lalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 
ingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah;



21. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jslan dengan peranan 
pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di 
tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang 
berwujud pusat-pusat kegiatan;

22. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan 
pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan 
perkotaan.

BAB II

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, 

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN 

Bagian Kesatu 

Pasar Tradisional

Pasal 2

(1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang 
: Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk

Peraturan Zonasinya.

[2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1 a. mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan 
Pasar Tradisional yang telah ada, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 

; seria Usaha Kecil, termasuk Koperasi yang ada diwilayah yang 
[ bersangkutan;

b. menyediakan areai parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) 
\ buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter persegi) 
I luas lantai penjualan Pasar Tradisional;

\ c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat 
I (hygienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyarnan.

|)Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
I dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola FJasar Tradisional dengan 
i pihak lain.
I
I ' ' . ■' ' ■■■■ ' -

I;E
r

Bagian Kedua

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 3

tlokasi pendirian lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu 
Ipada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang 
iKabupaten, termasuk Peraturan Zonasinya.

IBatasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut: 

la. Minimarket : kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);

|b. Supermarket : 400 m2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan
|  5000 m2 (lima ribu meter persegi);

(o. Hypermarket : lebih dari 5000 m2 (lima ribu meter persegi);



d. Department Store : lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);

e. Perkulakan : lebih dari 5000 m2 (lima ribu meter persegi).

Bagian Ketiga

Sistem Penjualan dan Jenis Barang Dagangan Toko Modern

Pasal 4

1) Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang N 
konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.

2) Departmen Store menjual secara eceran barang konsumsi, utamanya produk 
sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis 
kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.

3) Untuk Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Bagian Keempat

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 5

) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib. :

a. memperhitungkan k.ondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar 
Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada diwilayah yang 
bersangkutan;

b. memperhatikan jarak antara Pusat Perdagangan dan Toko Modern dengan 
Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;

c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit 
kendaraan roda empat untuk setiap 50 m2 (enam puiuh meter pesegi) luas 
lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern;

d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 
yang bersih, sehat, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.

rPenyediaan areal parkir sebgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat
diiakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan
dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.

Pasal 6

Pusat Perbelanjaan dan toko modern hanya boleh berlokasi di Kecamatan 
Karanganyar, Kecamatan: Jaten, Kecamatan Colomadu dan kawasan 
lingkungan perumahan dengan batasan penghuni paling sedikit 500 ( lima 
ratus ) Kepala Keluarga ( KK).

Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan alteri. 

Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan, hanya boleh : 

berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor.



(4) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk 
sistern jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan 
bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam 
kota/kabupaten.

(5) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) diatur lebih anjut dengan 
Peraturan Bupati. v-

Pasal 7 '

(1) Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan 
harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kernampuan usaha kecil, atau 
yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui kerjasama lain dalam rangka 
kemitraan.

(2) Pengaturan lebih lanjut tentang kewajiban Pusat Perbelanjaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur.lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. v

Pasal 8

(1) Jam kerja Hypermarket., Departement Store dan Supermarket adalah sebagai 
berikut:

a. untuk hari Senin sampai dengan Jumal yaitu Pukul 09.00 WIB sampai 
dengan Pukul 21.00 WIB.

b. untuk hari Sabtu dan Minggu yaitu Pukul 09.00 WIB sampai dengan 
Pukul 22.00 WIB.

(2) Pada Hari Besar Keagamaan, Libur Nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati 
dapat menetapkan jam kerja melampui pukul. 22.00 WIB.

(3) Keputusan penetapan jam kerja sebagaimana dimaksud pada , ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB 111

[ KEMITRAAN USAHA

i
Pasal 9

r (1) Pengelolaan Pasar Modern wajib menjalin kerjasama kemitraan dengan 
| , penyedia barang atas pemasok dari usaha kecil dan menengah lokal.

| (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk 
I  kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau penerimaan pasokan dari 
I-  Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.

i  (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
I  dalam bentuk:

I  a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang 
I  (repackaging) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain 
r  yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau

1' b. memasarkan produk hasil UMKM melalui eta/ase atau outlet dari Toko 
Modern.



1) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan 
menyediakan ruang usaha dalam area! Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.

5) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha 
sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 10

') Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok 
kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip sating menuntungkan, jelas, 
wajar, berkeadilan dan transparan.

:) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional 
selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan 
Toko Modern.

) Pemasok Barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil 
dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).

I Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat 
dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat 
usaha /space, pembinaan/pendidikan atau permodalari atau bentuk kerjasama 
lain.

BAB IV 

PERIZINAN

Pasal 11

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan F’asar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib meir.iliki:

a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional.

b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan 
Pusat Perdagangan.

c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, 
Departement Store, Hypermarket dan Perkulakan.

IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha 
Vlenengah.

!zin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau 
°ejabat yang ditunjuk.

3ermohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi 
lengan:

i. studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama 
aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran 
setempat.

. \ rencana kemitraan dengan Usaha Kecil.

ata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
iatur lebih lanjut oleh Bupati.



BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, 
. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

(2) Pembinaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan :

a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan 
Pasar Tradisional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku;

b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;

c. memproritaskan kesempatan untuk memperoleh tempat usaha bagi 
pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi

! atau relokasi Pasar Tradisional;

d. mengevaluasi pengeloiaan Pasar Tradisional.

(3) Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. mendorong dan memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 
dalam membina Pasar Tradisional.

b. mengawasi pelaksanaan kemitraan antara pengelola Toko Modren dan 
Pusat Perbelanjaan dengan pemasokatau UMKM lokal.

Pasal 13

Dalam rangka pengawasan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (1), Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data 
dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ,ini dikenakan sanksi 
administratif secara bet tahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan 
encabutan izin usaha. . .

BAB VII 

PENYIDIKAN

Pasal 15

1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi 
. wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
dibidang pelanggaran peraturan daerah.



(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. menerima, mencarj.mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana Peraturan Daerah tersebut;

I c. meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
; dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah;

'• ^  memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
| "■ berkenaan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah;

I) e- melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
r pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan 
| terhadap bahan bukti tersebut; <

i f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;

I- g. meriyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
j; pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang 
|; dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurufe;
I h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan 
I  daerah;

i, memanggii orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi;

j, menghentikan penyidikan;

k, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelapcaran penyidikan tindak 
pidana, di bidang retribusi daerah menu rut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan.

(1) Izin usaha yang dirniliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebelum 
berlakunya peraturan daerah ini, dipersamakan dengan izin Usaha Pusat 
Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarkan 
peraturan daerah ini.

(2) Izin pengeloiaan yang dirniliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya peraturan 
daerah ini dipersamakan dengan Izin Usaha Pengeloiaan Pasar Tradisional 
(IUP2T) berdasarkan peraturan daerah ini.

(3) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam 
proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin 
usaha sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dianggap telah memenuhi 
persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin usaha berdasarkan peraturan

i. daerah ini.

BABVIU
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(4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah metrriiliki izin lokasi dan belum 
dibangun sebelum berlakunya peraturan daerah ini, selanjutnya wajib 
menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.

(5) Pusat Perbelanjaan dari Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum 
melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan 
dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya peraturan 
daerah in i.

(6) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, 
Departerhen Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang 
sudah ada pada saat berlakunya peraturan daerah ini, tetap berlaku sampai 
dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Hal-hal yang belum oukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai 
pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar.

BAB IX
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Ditetapkan di Karanganyar 

pada tanggal 14Juli2009 

BUPA

Hj. RINA IRIAN! SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum

pundangkan di Karanganyar 

■pada tanggal 14 Juli 2009
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